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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 

TENTANG 

JALAN STRATEGIS DI KAWASAN HUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan 

pembangunan strategis nasional termasuk prasarana 

Jalan di Kawasan Hutan, diperlukan pengaturan untuk 

mengendalikan dampak negatif yang terjadi terhadap 

ekosistem hutan;   

b. bahwa untuk mengurangi dampak negatif terhadap 

keutuhan Kawasan Hutan, ruang gerak satwa liar, 

penurunan keanekaragaman hayati, penurunan fungsi 

hidrologis, dan fungsi ekologis penting lainnya, 

diperlukan pengaturan Jalan Strategis di Kawasan 

Hutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

2.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2028); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013  

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6042); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5795); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5298);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5941); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  

Nomor 8); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  

Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 600); 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-

II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama 

Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1012); 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 
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Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2015 Nomor 356); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.85/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 462); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG JALAN STRATEGIS DI KAWASAN 

HUTAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM   

 

Pasal 1   

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang  ditetapkan 

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap. 

2. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri 

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya.  

3. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai 

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan 

memelihara kesuburan tanah. 
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